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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Ajaran Sosial Gereja dapat dimaknai sebagai tanggapan Gereja terhadap 

persoalan-persoalan sosial, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, lingkungan 

hidup maupun kebudayaan. Ajaran Sosial Gereja lebih merupakan perspektif, 

pemikiran dan sikap Gereja dalam menanggapi persoalan-persoalan zaman. 

Ajaran Sosial Gereja yang tertuang dalam berbagai ensiklik berusaha mencermati, 

merefleksikan dan menawarkan nilai-nilai sebagai pedomaan arah bagi umat 

beriman kristiani dalam menanggapi berbagai masalah sosial yang muncul. 

Secara lebih spesifik, Ajaran Sosial Gereja berisikan ajaran Gereja tentang 

permasalahan keadilan yang memang harus tetap diperjuangkan di tengah dunia.  

Ajaran Sosial Gereja berusaha membawakan terang Injil ke dalam persoalan 

keadilan sosial di tengah jaringan relasi masyarakat yang begitu kompleks. Ajaran 

Sosial Gereja mengemukakan garis-garis pokok untuk berrefleksi, mengusahakan 

pedomaan bagi penilaian dan memberi orientasi untuk bertindak. 

Dalam perjalanan sejarah hingga saat ini, Ajaran Sosial Gereja selalu 

berkembang sesuai tuntutan situasi yang terjadi dari waktu ke waktu di dunia yang 

selalu berubah ini. Hal ini ditandai dengan melihat Ajaran Sosial Gereja yang 

berkembang dari tahap ke tahap, mulai dari tahap karitatif, tahap ajaran sosial dan 

tahap himbauan profetis dan solidaritas praktis. Dalam Ajaran Sosial Gereja juga 

memiliki prinsip-prinsip yang harus dikedepankan yakni penghormatan terhadap 

pribadi manusia, kesejahteraan umum, prinsip subsidiaritas, solidaritas, dan 

prinsip keterlibatan. 

Gereja sejak abad ke-19 telah menaruh perhatian khusus terhadap 

masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Masalah-masalah sosial 

tersebut menurut Gereja harus ditanggapi dan diatasi agar tidak terjadi secara 

berkepanjangan yang pada akhirnya membuat sebagian besar orang menderita 
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akibat masalah tersebut. Masalah upah bagi pekerja dalam dunia kerja merupakan 

salah satu masalah sosial yang secara khusus turut diperhatikan oleh Gereja. 

Gereja melalui ajaran sosialnya menyarankan agar masalah ketidakadilan dalam 

pemberian upah di dalam dunia kerja harus diatasi. Oleh karena itu, Gereja 

menyinggung tentang peran dan hak negara untuk bercampurtangan dalam 

mengatasi masalah upah tersebut agar membuat undang-undang serta peraturan-

peraturan yang memungkinkan masalah upah tidak terjadi di dalam dunia kerja.  

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa 

pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara. Setiap orang berhak untuk 

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja. Hal ini berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi 

warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. 

Oleh karena itu, perlu perencanaan matang di bidang Ketenagakerjaan untuk 

mewujudkan kewajiban negara tersebut. 

Pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan merupakan 

sebagai bentuk kewajiban negara dan hak negara untuk bercampurtangan dalam 

dunia kerja. Negara telah berusaha sedemikian rupa untuk menciptakan sebuah 

aturan demi menegakkan keadilan dalam dunia kerja. Upah minimum merupakan 

sebuah jaring pengaman agar tidak terjadinya masalah ketidakadilan dalam 

pemberian upah kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan. Upah minimum 

merupakan mekanisme yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga relasi yang 

baik antara pengusaha dan pekerja. Peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan berfungsi untuk melindungi hak-hak fundamental pekerja dan 

pengusaha, mengatur keseimbangan dan keserasian hak-hak dan kewajiban 

pekerja dan pengusaha. Pengaturan upah minimum dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juga merupakan bentuk tanggung jawab 

dari pemerintah dalam mengatasi agar tidak terjadi ketidakadilan serta konflik di 

antara buruh dan majikan dalam dunia kerja. Pada dasarnya bahwa penetapan 

upah minimum merupakan sebuah cara yang dibuat oleh pemerintah bersama 

dewan pengupah yang di dalamnya terdiri dari perwakilan pengusaha, perwakilan 



83 
 

pekerja dan pemerintah sendiri demi terciptanya keadilan dalam dunia kerja, tanpa 

ada pihak yang didiskriminasi. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan, ketika dilihat dari 

perspektif Ajaran Sosial Gereja merupakan sebagai bentuk peran dan hak negara 

dalam mengatur kebijakan serta menegakkan keadilan dalam dunia kerja demi 

meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakatnya. Dan dari semua 

penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan upah minimum dalam 

UU Ketenagakerjaan ketika dilihat dari perspektif Ajaran Sosial Gereja, di 

dalamnya mengandung sejumlah prinsip yang dalam Ajaran Sosial Gereja juga 

prinsip tersebut harus dikedepankan. Prinsip-prinsip tersebut ialah penghormatan 

terhadap setiap pribadi manusia, kesejateraan umum, subsidiaritas, solidaritas dan 

prinsip keterlibatan. 

Namun hingga saat ini, masih banyak terjadi masalah dalam pemberian 

upah bagi pekerja yang telah melakukan pekerjaan. Hal ini dibuktikan melalui 

hasil penelitian yang dibuat dalam karya tulis ini. Berdasarkan pada semua data 

yang diperoleh dari setiap komunitas biarawan di keuskupan Maumere, dapat 

disimpulkan bahwa pada tahun 2020 ada komunitas biarawan di keuskupan 

Maumere yang tidak mengimplementasikan pengaturan upah minimum yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2020 dan ada yang sudah 

mengimplementasikan pengaturan upah minimum yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah pada tahun 2020. Dari delapan (8) komunitas biarawan yang diteliti 

tentang sejauh mana penerapan pengaturan upah minimum pada tahun 2020, 

hanya ada tiga (3) komunitas saja yang menerapkan pengaturan upah minimum.  

Komunitas-komunitas tersebut ialah Komunitas Seminari Tinggi St. Paulus 

Ledalero (SVD), Komunitas Seminari Tinggi St Petrus Ritapiret dan Komunitas 

Biara Scalabrinian. Sedangkan yang lima (5) komunitas lainnya tidak menerapkan 

pengaturan upah minimum tahun 2020. Komunitas-komunitas tersebut ialah 

komunitas Biara Karmel-Wairklau, Biara Rogationis-Ribang, Biara Agustinian-

Wairpelit, Biara Kamilian-Nita dan Biara Stigmata-Nita. Dengan demikian sangat 

jelas bahwa masih ada pekerja yang menerima upah kurang dari upah minimum 
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yang adalah sebagai upah bulanan terrendah yang harus diterima oleh seorang 

pekerja yang telah melakukan pekerjaannya pada tahun 2020 di komunitas-

komunitas biarawan di keuskupan Maumere.  

Ketika hal tersebut dilihat dari perspektif Ajaran Sosial Gereja, bagi 

komunitas yang sudah menerapkan aturan yang telah dibuat oleh negara atau 

pemerintah dapat disimpulkan bahwa mereka telah menerapkan suatu keadilan 

dalam memberikan upah kepada pekerja, sebab upah yang diberikan sesuai 

dengan hukum keadilan yang berlaku. Sebaliknya, bagi komunitas yang tidak 

menerapkan aturan yang sudah dibuat oleh negara atau pemerintah, dapat 

disimpulkan dan dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan suatu hal yang 

tidak adil dalam hubungan dengan pemberian upah kepada pekerja. Karena 

mereka tidak memberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.  

Dalam Ajaran Sosial Gereja, para Paus telah secara gamlang menyinggung 

tentang peran negara dalam menegakkan keadilan dalam dunia kerja. Bahwa 

negara harus membuat sebuah hukum yang bisa menjamin sebuah keadilan. 

Pengaturan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan merupakan hukum yang 

telah dibuat oleh negara untuk menjamin keadilan dalam pemberian upah kepada 

pekerja dalam dunia kerja. Oleh karena itu, ketika seseorang melanggar atau tidak 

menerapkan hukum yang berbasis keadilan yang telah dibuat oleh negara, dapat 

disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Dengan 

demikian komunitas-komunitas yang tidak menerapkan pengaturan upah 

minimum dalam UU Ketenagakerjaan di komunitasnya dapat disimpulkan bahwa 

mereka melakukan suatu bentuk ketidakadilan dalam memberikan upah terhadap 

pekerja, karena tidak memberikan upah sesuai dengan hukum yang berlaku yakni 

upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan. 

5.2 Saran 

Dalam dunia ketenagakerjaan, upah merupakan hal yang sangat penting 

sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Namun 

upah sebagai hal yang sangat penting dalam dunia ketenagakerjaan sering kali 

menjadi masalah yang sangat krusial. Kebijakan yang kurang adil dan wajar 

terhadap upah dapat menimbulkan masalah dalam dunia kerja yang dapat 
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berujung pada suatu konflik antara pekerja dan majikan atau pemberi kerja. 

Sebaliknya, kebijakan yang adil dan wajar terhadap upah akan dapat 

meningkatkan motivasi pekerja, dan selanjutnya berdampak pada peningkatan 

produktifitas pekerja yang pada akhirnya tercipta hubungan baik dan harmonis 

antara pekerja dan majikan atau pemberi kerja. Oleh karena itu, penulis 

memberikan beberapa saran berikut.  

5.2.1 Bagi Pemerintah 

Pemerintah sebagai fasilitator dalam dunia kerja hendaknya membuat 

kebijakan yang adil dalam menentukan standar upah, agar tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan. Hendaknya juga penetapan standar upah harus sesuai dengan 

kebutuhan hidup layak. Pemerintah sebagai fasilitator dalam dunia kerja 

hendaknya juga melakukan pemeriksaan kepada setiap perusahaan atau instansi-

instansi yang mempekerjakan pekerja, untuk mengetahui sejauh mana 

implementasi pengaturan upah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bukan 

hanya sebatas membuat aturan. Dan jika ada yang melanggar hendaknya diberi 

sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.  

5.2.2 Bagi Para Pengusaha 

Bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja, hendaknya mematuhi 

aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam hubungan dengan pemberian upah 

kepada pekerja. Pengusaha yang telah mematuhi aturan yang berlaku hendaknya 

tetap mempertahankan kepatuhannya terhadap aturan tersebut. Sedangkan bagi 

pengusaha yang belum mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah 

hendaknya mulai untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Jangan hanya menuntut 

para pekerja untuk bekerja demi meraih keuntungan sebanyak mungkin tetapi 

hendaklah memberikan serta memperhatikan apa yang menjadi hak dari pekerja. 

Dan hendaknya jangan memperlakukan para pekerja dengan tidak adil. 
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5.2.3 Bagi Para Pekerja 

Bagi para pekerja, hendaknya bekerja dengan baik, jujur, sungguh-sungguh 

serta memberikan yang terbaik kepada pengusaha atau pemberi kerja. Jangan 

hanya menuntut upah yang wajar, tetapi hendaklah melakukan apa yang menjadi 

kewajiban dari pekerja untuk perusahan atau pemberi kerja. Dan juga disarankan 

supaya berani menuntut keadilan kepada majikan atau pemberi kerja.  

5.2.4 Bagi Komunitas-komunitas Gereja Katolik 

Bagi komunitas-komunitas Gereja Katolik yang mempekerjakan pekerja di 

komunitasnya, hendaknya mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah 

dalam hubungan dengan pemberian upah kepada pekerja. Bagi komunitas-

komunitas Gereja Katolik yang telah mematuhi aturan yang berlaku hendaknya 

tetap mempertahankan kepatuhannya terhadap aturan tersebut. Sedangkan bagi 

komunitas-komunitas Gereja Katolik yang mempekerjakan pekerja di 

komunitasnya dan belum mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah 

hendaknya mulai untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang 

telah diajarkan oleh para paus dalam Ajaran Sosial Gereja tentang pemberian upah 

yang adil kepada pekerja sebagai kewajiban dalam memenuhi hak para pekerja 

yang telah melakukan pekerjaan. Jangan hanya menuntut para pekerja untuk 

bekerja demi meraih keuntungan sebanyak mungkin tetapi hendaklah memberikan 

serta memperhatikan apa yang menjadi hak dari pekerja. Dan hendaknya jangan 

memperlakukan para pekerja dengan tidak adil. 
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LAMPIRAN 

KUESIONER 

No.____ 

I. Latarbelakang Responden 

Isilah titik-titik atau lingkarilah jawaban yang paling tepat di bawah ini. 

1. Nama  :.......................................... 

2. Jenis Kelamin :………………………….. 

3. Umur   :………………………….. 

4. Status Perkawinan :………………………….. 

5. Tempat Tinggal :………………………….. 

6. Tempat Tugas :………………………….. 

7. Jenis pekerjaan :………………………….. 

8. Lamanya Kerja :………………………….. 

II. Implementasi Pengaturan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2020 di Komunitas-komunitas Gereja Katolik di Maumere.  

Lingkarilah jawaban yang paling tepat di bawah ini. 

9. Apakah upah anda setiap bulan pada tahun 2020 kurang dari upah minimum 

yakni Rp. 1.950.000? 

a. Ya   b. Tidak 

10. Apakah upah minimum anda setiap bulan pada tahun 2020 setara dengan 

upah minimum yakni Rp. 1.950.000? 

a. Ya    b. Tidak 

11. Apakah upah minimum anda setiap bulan pada tahun 2020 lebih dari upah 

minimum yakni Rp. 1.950.000? 

a. Ya    b. Tidak 

12. Majikan dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum 

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apakah peraturan ini diterapkan di 

tempat kerja anda? 

a. Ya     b. Tidak  

13. Besaran upah yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan 

pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh tidak boleh lebih rendah dari 

ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Apakah peraturan ini diterapkan di tempat kerja anda? 

a. Ya   b. Tidak 
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14. Jika besaran upah yang disepakati lebih rendah atau bertentangan dengan 

pertaturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan 

pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Apakah peraturan ini diterapkan di tempat kerja anda? 

a. Ya   b. Tidak 

15. Upah yang diberikan kepada pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap, dan 

dalam masa percobaan, serendah-rendahnya sebesar upah minimum. Apakah 

peraturan ini diterapkan di tempat kerja anda? 

a. Ya   b. Tidak 

16. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 

kurang dari 1 tahun pada perusahan atau tempat kerja bersangkutan. Apakah 

peraturan ini diterapkan di tempat kerja anda?  

a. Ya   b. Tidak  

17. Upah pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, harus di atas 

upah minimum. Apakah peraturan ini diterapkan di tempat kerja anda?  

a. Ya   b. Tidak  

18. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum 

yang berlaku, majikan dilarang mengurangi atau menurunkan besaran upah 

kepada pekerja.  Apakah peraturan ini diterapkan di tempat kerja anda?  

a. Ya   b. Tidak  

19. Upah minimum harus dibayar secara bulanan kepada pekerja atau dibayar 

secara harian atau mingguan dengan ketentuan perhitungan upah minimum 

bulanan. Apakah peraturan ini diterapkan di tempat kerja anda? 

a. Ya   b. Tidak  

20. Penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup 

layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Apakah peraturan ini diterapkan di tempat kerja anda? 

a. Ya   b. Tidak  

21. Pemberlakuan keputusan gubernur tentang upah minimum dimulai pada 

tanggal 1 Januari. Apakah peraturan ini diterapkan di tempat kerja anda pada 

tahun 2020? 

a. Ya   b. Tidak 


